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Assalamu’alaikum Warahmatullahi

Wabarakaatuh

Bapak Ketua M-GAM Tengku Musanna Abdul Wa-
hab di Tiro yang terhormat.

Mohon izin, perkenalkan nama saya Ilham Wancoko
wartawan Jawa Pos. Setelah berkomunikasi dengan
Bang Al Chaidar, saya sangat tertarik dan merasa ter-
hormat untuk diperkenankan menulis tentang Majelis
Gerakan Aceh Merdeka( M-GAM) dan kondisi paska
perjanjian Helsinki, termasuk Undang-Undang nomor
11/2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri dulu
agar dalam silaturrahmi kita akan lebih ramah dan leb-
ih lancar. Nama saya Tengku Musanna Abdul Wahab
di Tiro, adalah Ketua dari Majelis GAM Pusat. Kami
baru mendeklarasi Majelis GAM Pusat ini pada 4 De-
sember 2021 yang lalu. Majelis ini bukan satu bentuk
perjuangan baru bagi Bangsa Acheh Sumatera. Bukan
bentuk perjuangan untuk membuat peta politik yang
baru di Acheh Sumatera. Kami akan memperjuang-
kan untuk mendapatkan kembali kemerdekaan Neg-
ara Acheh Sumatera dari tangan penjajah “indonesia”

Kami dari Majelis GAM Pusat ingin mempersatukan
seluruh Bangsa Acheh yang ingin memperjuangkan
untuk mendapatkan kemerdekaan Acheh Sumatera.
Sebagaimana yang kita ketahui selama ini Acheh Su-
matera telah kalah dalam kancah berpolitik dengan
“indonesia” Kehendak, keinginan, kemauan dan ci-
ta-cita Bangsa Acheh tertimbun dengan janji manis
yang tidak pernah ditunaikan. Hal utama dari Bangsa
Acheh telah dipadamkan. Kami ingin mendapatkan
kemerdekaan dan ingin menjadi tuan di tanah kami
sendiri dengan tidak diganggu gugat oleh pemerin-
tahan dari seberang laut.

Oleh karena kemerdekaan Acheh Sumatera telah
semakin jauh untuk dapat digapai dengan terjadin-
ya keadaan politik yang telah terjadi sekarang ini di
Acheh, maka beberapa orang dari Bangsa Acheh telah
mencoba untuk mendeklarasikan bentuk perjuangan
baru. Termasuklah seperti yang telah saudara sebut-
kan di atas tadi. Seperti yang telah disebutkan, Majelis
GAM Pusat ingin menyatukan semua bangsa Acheh
yang ingin membebaskan diri dari penjajahan “indo-
nesia” sesuai dengan dasar perjuangan yang telah Al-
lahyarham Tengku Tjhik di Tiro Hasan Muhammad
gagaskan. Selain dari gagasan beliau kami dari Maje-
lis GAM Pusat tidak akan kami laksanakan dan tidak
akan kami ikuti. Yang ada pada kami adalah Negara
Acheh yang berdaulat.
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Majelis GAM Pusat tujuan utama adalah menyatukan
bangsa Acheh untuk merebut kemerdekaan dari tan-
gan penjajah. Bersatu dalam pemikiran, perkataan,
perbuatan dan tujuan yang nyata. Bak pepatah Acheh
“Bak duék bak dong beusapeué pakat, sang sine-
usab meu-adoé a’ (Dalam duduk dan berdiri harus
bersatu kata, seolah-olah satu nasab beradik kakak).
Supaya tidak ada lagi kelompok-kelompok lain yang
mengklaim dirinyalah berjuang dengan sebenar-be-
nar perjuangan. Semua kembali ke dasar ilmu ke-
merdekaan yang telah Tengku Hasan di Tiro ajarkan
dan sebarkan kepada kita. Kami berprinsip semua hal
yang tidak tertera dalam tulisan, buku dan ceramah
oleh Tengku Tjhik di Tiro Hasan Muhammad adalah
tidak benar belaka, alias palsu atau dusta.

Saya sebagai jurnalis, baru mengetahui terkait
deklarasi PNAD Minggu kemarin (9/10) dari Bang Al
Chaidar. Deklarasi itu dalam pengetahuan saya juga
didukung oleh M-GAM. Padahal deklarasi itu telah
dilakukan 3 Desember 2020 lalu, sudah lebih dari satu
tahun yang lalu. Bahkan, belum ada media di Indone-
sia yang mengetahui terkait deklarasi PNAD dengan
dukungan M-GAM tersebut, sekaligus problem yang
terjadi di Aceh. Khususnya, paska perjanjian Helsinki
dan UU Pemerintahan Aceh.

Karena itu perkenankan saya mengajukan beberapa
pertanyaan terkait kondisi dan situasi yang membuat
M-GAM mendukung deklarasi tersebut, pertanyaan-
nya sebagai berikut:

o Apa kabarnya Bapak Teungku Mussana Abdul
Wahab di Tiro? semoga Allah SWT member-
ikan kesehatan dan panjang umur serta ber-
kah-NYA untuk Bapak dalam memperjuang-
kan Rakyat Aceh. Salam kenal, saya Ilham
Wancoko wartawan Jawa Pos.

Alhamdulillah, saya dalam lindungan Allah
dan diberikan kesehatan dan pikiran yang
jernih sehingga saya bisa berkomunikasi den-
gan saudara Ilham. Terima kasih atas doanya
semoga diterima oleh Allah subhanahu wa
ta'ala.

o Bagaimana kondisi realisasi dari Perjanjian
Helsinki di Aceh?

Sebenarnya Majelis GAM Pusat tidak ber-
hubungan sama sekali dengan Perjanjian Hel-
sinki. Dalam pandangan Majelis GAM Pusat
perjanjian tersebut adalah satu keputusan
yang diambil dengan tergesa-gesa dan tidak
ada keuntungan sama sekali terhadap Bangsa
dan Negara Acheh. Semua keuntungan telah
berpihak kepada pemerintah “Jakarta”

Dalam perjuangan yang telah Tengku Hasan
Muhammad di Tiro bentuk dan berkembang
setelahnya, hanya satu tujuan dan satu kepu-
tusan yang bulat, yaitu kemerdekaan untuk
Acheh, tidak ada tolak angsur. Dan dalam
perjanjian Helsinki tersebut, semua point-
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point yang tertera disana adalah untuk keun-
tungan “indonesia” semata-mata. Apakah
ada point yang akan menguntungkan Acheh
dalam segi politik? Apakah ada keuntungan
dalam pendidikan? Apakah ada keuntungan
dalam pemerintahan? Apakah ada keuntun-
gan dalam hal ekonomi? Tidak ada sama
sekali. Kenyataannya semuanya masih diatur
dari perintah yang berpusat di Jakarta. Kes-
impulannya tidak ada keuntungan apa-apa
bagi Bangsa Acheh.

Apakah dari 71 butir kesepakatan Helsinki ter-
dapat poin-poin yang tidak dijalankan Pemer-
intah Indonesia dalam UU PA? Apa saja poin
tersebut?

Tidak ada yang telah berjalan dengan sepa-
tutnya. Tidak ada. Pemerintahan Acheh?
Masih tidak ada. Sebenarnya jika memang
“indonesia” jujur dalam perjanjian ini, tidak
perlu waktu yang begitu lama untuk dijalank-
an. Oleh karena tidak ada kejujuran dari pi-
hak “indonesia” maka banyak bahkan hampir
keseluruhan point tidak ada yang berjalan.
Contoh salah satu point tentang self-govern-
ment atau pemerintahan sendiri di Acheh ti-
dak berjalan, seperti jabatan gubernur, DPRA
dan lainnya, ini semua sama persis bentuknya
dari cetakan Jakarta. Jadi point ini “berjalan”
seperti kehendak Jakarta dan tidak bermakna
sama sekali terhadap Acheh. Bermakna point
ini tidak berjalan. Ini adalah contoh dari satu
point dari sekian point lainnya yang telah
disepakati dan tidak berjalan.

Adakah hal-hal yang membuat PNAD berpan-
dangan bahwa Pemerintah Indonesia tidak
menepati janjinya dalam Perjanjian Helsinki?

Saya tidak pantas menjawab pertanyaan ini
sebab saya bukan dari PNAD.

Apakah yang mendorong M-GAM mendukung
melakukan deklarasi PNAD di Denmark?

Kami dari Majelis GAM Pusat tidak ada sang-
kut pautnya dengan PNAD.

Deklarasi tersebut ini apakah merupakan rep-
resentasi dari Rakyat Aceh?

Saya kira PNAD adalah nama baru dalam
Gerakan Acheh Merdeka. Sebagai nama baru,
belum bisa mewakili dari Bangsa Acheh.
Bangsa Acheh masih belum kenal, belum
mengerti, belum tahu dan masih meraba-ra-
ba apa itu PNAD? Menurut saya ini sepertin-
ya suatu pemaksaan kehendak seseorang ter-
hadap Bangsa Acheh.

Untuk menjelaskan hal ini, memerlukan satu
penerangan baru kepada Bangsa Acheh. Su-
dah tentu jika memulai penerangan baru,
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maka akan terbentuk ideologi baru juga. Jika
membentuk ideologi baru, ideologi asas ten-
tang kemerdekaan yang telah Tengku Hasan
Muhammad di Tiro ajarkan dahulu akan
batal dengan sendirinya.

Saya rasa belum dan tidak bisa merepresenta-
si dari Bangsa Acheh.

Bagaimana kesejahteraan Rakyat Aceh paska
Perjanjian Helsinki dan UU PA diresmikan?

Kesejahteraan ini mencakup dalam semua hal
dalam kehidupan. Dan juga menurut “kaca
mata” apa yang kita pakai untuk melihat “kes-
ejahteraan” ini. Pertanyaan yang seumpama
ini banyak yang bertanya pada saya baik se-
belum kita mengeluarkan pernyataan tentang
terbentuknya Majelis GAM Pusat. Jawabann-
ya masih sama. Tidak ada kesejahteraan sama
sekali terhadap Bangsa Acheh. Apa lagi ma-
salah keadilan, masih jauh dari harapan dan
tujuan sebenarnya dalam bentuk sejahtera.

Ekonomi rakyat semakin terperosok. Malah
Acheh termasuk dari daerah yang paling
terpuruk dalam masalah kemiskinan. Pen-
didikan tidak bisa diandalkan. Tanah-tanah
Acheh yang sangat luas telah dimiliki oleh
orang-orang dekat dengan “Jakarta” Sehingga
kami rakyat Acheh jika ingin menggunakan
tanah kami sendiri yang telah nenek moyang
kami perjuangkan dan meraka tinggalkan
buat kami masih tidak bisa digunakan. Ban-
yak tanah-tanah adat kami telah berpindah
hak milik dengan tanpa diketahui oleh rakyat
Acheh. Sangat banyak kasus rakyat Acheh
ingin membuka lahan baru yang akan digu-
nakan untuk menanam tanaman penunjang
ekonomi rakyat. Tidak bisa dilakukan kare-
na terhalang dengan hak kepemilikan tanah
tersebut yang telah berganti tangan dengan ti-
dak sah kepada orang-orang Jakarta dimiliki
dengan hak individual.

Orang-orang dari Jakarta dengan mudah
bisa membuka lahan baru untuk keuntun-
gan mereka dengan tanpa bertanya ataupun
memberitahukan terlebih dahulu terhadap
rakyat Acheh.

Baru-baru ini telah dibukan lahan baru un-
tuk menambang emas di daerah Linge, Acheh
Tengah. Apakah “Jakarta” peduli terhadap
apa yang ada dilahan tersebut? Lahan terse-
but adalah tempat Istananya Kerajaan Linge
yang sangat megah masa lalu. Banyak kubu-
ran Reje-reje (raja-raja) Linge bersemanyam.
“Indonesia” dengan angkuhnya menambang
emas disana dengan tanpa menjaga hak seja-
rah orang Acheh umumnya dan Linge khu-
susnya. “Indonesia” tidak menjaga perasaan
hati dari orang-orang Linge dengan hanya
memikirkan keuntungan uang masuk ke kan-
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tong-kantong “Jakarta”. Hal ini harus dihen-
tikan serta merta. Apakah akan ada dengan
keuntungan ekonomi dan tidak menjaga hak
dan perasaan rakyat Acheh?

Juga lihat dari segi kemakmuran rakyat
Acheh yang tidak ada sama sekali. Kehidupan
rakyat Acheh makin hidup dalam keterbel-
akangan dalam masalah kesejahteraan. Jan-
gan dibandingkan dengan Negara-negara
maju. Bandingkan saja dengan rakyat yang
ada di negara-negara membangun lainnya.
Sudah hampir satu generasi rakyat Acheh da-
lam “perdamaian” (jika kita lihat ini sebagai
damai) tidak nampak sama sekali kehidupan
rakyat Acheh lebih baik dari masa lampau.
Kesehatan masyarakat semakin terpuruk. La-
han bekerja semakin hilang. Mata pencaha-
rian semakin sempit. Rakyat Acheh dipaksa
untuk membeli barang yang diimport dari
pulau Jawa sedangkan hasil dari Acheh ti-
dak ada sama sekali. Sedangkan Jakarta tidak
menciptakan lahan pekerjaan yang baik di
Acheh untuk dapat meningkatkan taraf hid-
up. Ini adalah salah satu bentuk penjajahan
yang nyata. Pengaturan yang amburadul.

Sebagai Ketua M-GAM, apakah Bapak ingin
menempuh jalan damai dalam memperjuang-
kan Rakyat Aceh?

Hal yang terbaik di dunia ini adalah kita dapat
mencapai sesuatu dengan cara damai. Kita
akan bekerja keras untuk jalan ini. Banyak
jalan yang akan kita tempuh untuk mencapai
hal ini. Insya Allah dengan do'a dan sokon-
gan rakyat Acheh kita akan berjuang dengan
cara damai.

Apakah Bapak juga akan berupaya memper-
juangkan secara militer, bila jalan damai tidak
bisa ditempuh?

Tidak ada bangsa yang beradab di dunia ini
ingin berperang. Semua ingin hidup dalam
damai. Sebagai Bangsa yang beradab kami ti-
dak ingin hidup dalam penjajahan. Kami in-
gin merdeka dan seiring bahu dengan bang-
sa-bangsa merdeka lain di dunia ini.

Kami bangsa Acheh tidak pernah takut den-
gan peperangan. Biarpun hal ini tidak kita
inginkan. Hukum Internasional ada point-
point yang mengharuskan bagi bangsa terja-
jah menggunakan kekuatan yang sama den-
gan penjajah untuk membela dirinya.

Bila pemerintah Indonesia menawarkan mer-
evisi UU PA, apakah itu akan menjadi salah
satu pijakan untuk menempubh jalan damai?

Untuk kemungkinan menempuh jalur mi-
liter, apakah saat ini Bapak merasa perlu atau
belum? Kita akan siap dalam segala hal.
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Kami tidak mau memulai perang, jika “indo-
nesia” memulai perang kami wajib membela
diri.

Menurut Bapak, apa yang diperlukan untuk
kedamaian dari Aceh?

Apa yang perlu dilakukan Pemerintah Indo-
nesia agar Aceh terus terjaga kedamaiannya?

Pertanyaan 10, 11 dan 12 jawabannya ada-
lah “indonesia” melepaskan kekuasaannya di
Acheh, maka Acheh akan damai.

Apakah Bapak pernah berkomunikasi den-
gan Bapak Jusuf Kalla terkait persoalan Per-
janjian Helsinki dan UU PA?

Tidak pernah dan apakah perlu?

Beberapa waktu lalu terjadi pembunuhan ter-
hadap Kepala BAIS TNI Pidie, apakah dibalik
kejadian itu terdapat gerakan Tentara Aceh
Merdeka (TAM)?

Saya tidak mewakili TAM dan tidak berhak
menjawab tentang mereka.

Ini adalah kekejaman baru “indonesia” ter-
hadap Bangsa Acheh dengan membawa mo-
tif perampokan yang sehingga menimbulkan
korban terhadap orang yang tidak bersalah.
Sebab kejadian ini adalah dari penipuan TNI
terhadap Rakyat Acheh dan tidak berhasil. Se-
hingga orang yang seharusnya menjadi korban
penipuan telah menjadi korban penangkapan
yang tidak bersalah.

Kronologi kejadian adalah BAIS TNI telah
berjanji kepada korban untuk menunjukkan
tempat senjata peninggalan masa konflik den-
gan iming-iming akan menyerahkan uang se-
besar Rp. 124 juta atau sekitar USD 90. Setelah
terjadi kesepakatan, maka mereka membuat
pertemuan. BAIS TNI pada waktu itu mem-
bawa seorang teman dari BAIS juga (sekarang
sudah hilang lari entah kemana, kemungkinan
besar temannya Abdul Majid yang menemba-
ka Abdul Majid). Dalam pertemuan tersebut
TNI telah mengkhianati perjanjian dan tidak
akan menyerahkan uang imbalan malah men-
gancam korban untuk menyerahkan senjata
secara cuma-cuma. Jika tidak mau menyerah-
kan senjata dengan cuma-Cuma maka semua
keluarga akan dihabisi, alasannya tidak mau
bekerja sama dengan TNI untuk menyerahkan
senjata bekas konflik. Sebenarnya senjata itu
apakah masih bisa digunakan atau tidak, ti-
dak diketahui dengan pasti. Hal ini tidak ada
dalam kesepakatan dan tidak diterima oleh
korban. Disini tidak jelas secara pasti apakah
TNI ditembak oleh korban atau ditembak oleh
kawan TNI sendiri dengan sebab tidak akur
dalam pembagian hasil.



Juga sangat disayangkan dalam cara penang-
kapan terhadap korban. Korban ditembak dua
kali pada kedua kakinya setelah tangannya di
borgol. Hal ini sangat melanggar hak korban
dan sangat tidak profesional cara kerja aparat
Indonesia. Aparat “indonesia” selalu bertindak
dengan “benar”???

o Menurut Bapak apakah Rakyat Aceh juga be-
lum puas dengan pelaksanaan poin kesepaka-
tan dalam Perjanjian Helsinki dan UU PA?

Semua rakyat Acheh sekarang sudah muak
dengan MoU. Jangankan menyebutkan point-
point dari MoU, mendengar bunyi MoU saja
sudah merasa mual. Apalagi jika kita tanya
tentang kepuasan.

"Darah njang
beutoi, haréum

djimeusulét”

3 juni 2010 / 3 juni 2020

HANTOM NA PEUMIMPIN DJAWA
NJANG MATE SJAHID

Beutatukri maté deungon mulia watee
hana 1¢ mungkén ta hudép deun-
gon mulia. Maté njang ta piléh deun-
gon bibeueh, bak watée njang djroh

Prang 100 thon deungon Beulanda nakeuh
saboh bukti nibaknjoe. Bandum AhliZ seud-
jarah sipakat geukheun bahwa geutanjoe
Atje h ka ék keumah ta meudong dumnan
tr € b dalam seueh prang sabab geutanjoe ka
mutlak tamumat bak pham djihad dan Sjahid.

Disinoe deuh dumnan meulawan tjara
hud é p geutanjoe deungon tjara hud é p
bansa djawa: lag € e hantom na peumimpin
djawa njang mat é djahid, hantom na peu-
mimpin Atj € h njang hana sjahid!! Kon teu-
peurajek-rajek meujo geutanje kheun: ban-
sa Atj ¢ hnjan nakeuh saboh bansa sjuhada
kira2 35% nibak bansa Atjeh ka geubri
djawong-geuh geumat é sjahid bak geupeu-
theun Neugara nibak peurampok?2 beulanda.
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o Apakah ada yang Bapak ingin sampaikan ke-
pada Rakyat Aceh?

Belajar sejarah, pahami arti merdeka, ber-
satulah. Bangsa Acheh adalah Bangsa mulia.
Kemuliaan ini telah ada sejak kita lahir, hanya
saja apakah kita bisa menjaganya? Jika kita
jual harga kemuliaan ini akan terjual dengan
tidak ada harga sama sekali, untuk mendapat-
kan kembali kemuliaan ini akan sangat susah,
bahkan bisa hilang lenyap kebangsaan kita
dimuka bumi ini.

Terima kasih, atas waktu yang diberikan Bapak
Teungku Mussana Abdul Wahab di Tiro. Semoga Al-
lah SWT memberikan Aceh kedamaian. Amin.

Handjeuét tha-at keu manusia
meunjo djijué lawan tuhan- njan
hukum njang teudong dalam kul-
tur politek bansa Atjeh. Peurintah
handjeuét seutot meunjo meula-
wan hukém Allah.

Tengku tjhik di Tiro Hasan Muhammad

Alhi2 seudjarah sipakat bak geukheun
njang peuhud é p seumangat sjahid hing-
ga ka djeuet keu kultur keu bansa Atjéh
nakeuh Tengku Tjhik di Tiro Muhammad
saman, Wali Neugara Atje h 18874-1891,
sidroe panglima njang pena droeneuhn-
jan saban tadjam deungon peudeung-
neuh, njang tuléh padum?2 boh kitab
sjair prang njang meusjeun nan Hikajat
Prang Sabil. Dalam hikajatnjan keumah
neuhpeutrang dan neupeu- é k seuman-
gat sjahid rupa hingga soe2 njang beuet
kitabnjan akan djiék seumangat dan
geudjak tjang kaph é pat njang deuh. Hi-
kajat2 ka djeuet keu alat ngon rakyat djak
lawan sipeundjadjah. Dumnan meuhas é
hikajatZnjan, ulén Beulanda djihukom
siumu hudép soZ2 njang djiteumeung
mat kitabnjan atawa djiboh u peutawi.

Kanto Atjeh Meurdehka
Sweden Stockholm
Biro Atj &€ h Meurd é hka
Web. : https://freeacheh.org
E-mail : wareh@freeacheh.org



